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Pengantar

khir-akhir ini terlihat semacam isyarat
Ayang mengarah kepada kemungkin-

an akan terjadinya disintegrasi dalam
kehidupan bangsa. Isyarat ini semakin kuat
denyutnya dalam detak jantung kehidupan
politik bangsa Indonesia akhir-akhir ini.
Sejumlah orang Aceh dan Papua secara
transparan telah menunjukkan keinginan-
nya untuk melepaskan diri dari Negara Ke-
satuan Republik Indonesia, menjadikan ne-
gara mandiri yang merdeka, padahal dulu
mereka sendiri turut mendukung berdirinya
negara kesatuan Indonesia itu. Pada awal
kemerdekaan dengan mengerahkan segala
potensi yang ada padanya, masyarakat
Aceh telah menunjukkan dukungan mutlak
terhadap kemerdekaan yang diproklamasi-
kan Bung Karno dan Bung Hatta, dengan
mengumpulkan harta benda rakyat, mem-
beli dan menyerahkan sebuah pesawat ter-
bang yang diberi nama Seulawah menjadi
milik negara yang baru merdeka itu. Ini ada-
lah pesawat terbang pertama yang dimiliki
negara ini. Begitu pula masyarakat Papua
yang memilih menjadi bagian dari Republik
Indonesia pada awal 1960 an. Namun, se-
karang mereka seolah-olah merasa kece-
wa, dan ingin berdiri sebagai negara man-
diri, lepas dari induknya, Republik Indone-
sia.

Sementara itu, berbagai kerusuhan so-
sial yang terjadi di berbagai belahan bumi
Indonesia, baik yang berskala besar seperti
kerusuhan sosial di Kalimantan Barat, Ma-
luku dan Poso (Sulawesi Tengah), maupun
yang relatif agak kecil seperti kerusuhan
dan pertikaian antardesa di berbagai wila-
yah Indonesia, juga menunjukkan semakin
tebalnya asap api yang mengarah kepada

disintegrasi sosial di tanah air. Pemerintah-
an baru yang dipimpin oleh Gus Dur, yang
diharapkan dapat mengendalikan gejolak
sosial yang mengarah kepada disintegrasi
sosial itu, ternyata tidak atau belum mampu
meredamnya, bahkan di beberapa wilayah
Indonesia perselisihan sosial terus-menerus
muncul secara sporadis, seperti yang ter-
jadi baru-baru ini di Kabupaten Luwu, Sula-
wesi Selatan (Gatra, 28 Agustus 2000).
Seperti gejolak sosial di daerah lainnya,
peristiwa terakhir ini juga telah memakan
banyak korban jiwa dan harta dan me-
nambah korban yang sudah tidak terhitung
jumlahnya akibat peristiwa berdarah di ber-
bagai daerah yang terjadi lebih dulu. Dalam
peristiwa itu tampak bahwa orang ingin
untuk menarik batas yang tegas antara
“kita” (yang satu daerah asal, satu etnis,
satu kebudayaan, dan satu sistem ke-
percayaan) dengan “‘mereka’ (yang ber-
beda daerah asal, etnis, kebudayaan, dan
sistem kepercayaan), dan mencoba men-
cari berbagai alasan dan argumen untuk
menarik garis batas itu. Karena begitu kuat-
nya upaya untuk mewujudkan gagasan itu,
telah menjadikan alasan yang dikemukakan
sering terlihat kabur dan tidak jelas, ber-
campur aduk, dan saling tumpang tindih an-
tara satu dengan lainnya. Hal seperti inilah
yang menyebabkan kesatuan sosial yang
telah terbentuk sebelumnya menjadi ter-
ganggu dan kalau salah mengambil lang-
kah dalam penyelesaiannya, dapat dipas-
tikan arah kepada disintegrasi sosial akan
menjadi kenyataan. Gejala semakin kuat-
nya upaya menarik batas antara “kita” dan
“mereka” terlihat dari kuatnya upaya berba-
gai kalangan untuk menuntut dibentuknya
propinsi dan kabupaten baru, dan usaha ini
dalam beberapa kasus sudah berhasil.

* Guru Besar Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

306

Humaniora Volume XIii, No. 3/2000




Disintegrasi Sosial: Sebut%h Tinjauan Budaya

Peristiwa ini telah membawa berbagai
implikasi. Beberapa sumber menyebutkan,
antara lain, bahwa semakin kuatnya gejala
pada daerah-daerah yang baru berdiri ini
untuk menarik garis tegas antara “kita” dan
mereka” itu dengan tuntutan agar untuk
jabatan-jabatan tertentu harus diisi oleh
putra daerah. Umumnya yang dimaksud
dengan konsep putra daerah itu adalah me-
reka yang berasal dan lahir di daerah ter-
sebut. Mereka yang lahir di luar daerah ter-
sebut, meskipun berasal dari daerah itu,
tidak termasuk pada konsep putra daerah
itu. Anehnya, mereka yang lahir dan tum-
buh di daerah itu, tetapi orang tuanya bu-
kan berasal dari daerah itu sendiri, diang-
gap sebagai bukan putra daerah. Gagasan
tentang konsep putra daerah seperti itu
menjadi bukti bahwa konsep otonomi dae-
rah telah mengalami proses pemaknaan
yang keliru, dan kalau tidak hati-hati akan
menjerumuskan bangsa Indonesia pada
disintegrasi yang sudah sampai pada tahap
menguatirkan itu. Unsur kedaerahan lebih
ditonjolkan daripada keutuhan sebagai sua-
tu bangsa.

Sejumlah analisis untuk mencari akar
dari masalah kerusuhan sosial tersebut te-
lah banyak diulas, baik dari sudut panda-
ngan politik, ekonomi, maupun hukum. Na-
mun, pandangan dari perspektif budaya
tampaknya masih belum begitu muncul ke
permukaan, padahal dalam beberapa hal
akar dari masalah kerusuhan dan konflik
sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dan
bahkan boleh dikatakan menyatu dalam ke-
budayaan. Bukankah kerusuhan sosial itu
umumnya menyangkut persoalan sara yang
sebenarnya melekat dengan nuansa kebu-
dayaan? Tulisan singkat berikut ini meng-
ulas masalah tersebut dan menguraikan
mengapa upaya untuk menarik garis batas
antara “kita” dan “mereka” menjadi menguat
dari sudut pandangan kebudayaan.

Budaya dan Komunitas

Selain unsur kewilayahan dan kesa-
maan tujuan, terbentuk dan berdirinya se-
buah kesatuan sosial -sangat ditentukan
oleh adanya dukungan dan topangan dari
berbagai unsur yang berbeda yang ada
dalam masyarakat itu. Unsur-unsur yang
berbeda itulah yang secara fungsional men-
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j%di penyangga bagi kukuhnya struktur ma-
syarakat itu. Setiap unsur dan elemen itu
seakan-akan menyadari bahwa tanpa per-
bedaan fungsi kehadiran kesatuan sosial itu
gkan menjadi goyang. Artinya bahwa per-
bedaan yang ada di antara komponen ma-
syarakat itu diupayakan menjadi fondasi
yang kuat bagi terwujudnya struktur kesa-
tuan sosial itu. Dengan semacam kesepa-
katan itulah pada dasarnya yang menjadi-
kan kesatuan sosial itu menjadi satu struk-
ur sosial itu hadir dan berfungsi sebagai-
nana adanya dan setiap komponen yang
erbeda itu menjalankan fungsinya seba-
aimana seharusnya sehingga saling ke-
erikatan dan ketergantungan antara berba-
ai komponen masyarakat yang berbeda
nampu mewujudkan kehadiran masyarakat
u. Oleh karena itu, dalam masyarakat se-
lalu hadir berbagai komponen masyarakat
ang berbeda dan kehadiran mereka bah-
an diakui secara kelembagaan seperti
onsep Manunggaling Kawula lan Gusti
%ada masyarakat Jawa, Dalihan na Tolu
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ada masyarakat Batak Toba, dan Luhak
an Tigo, Lareh nan Duo pada masyarakat
inangkabau.

Pada tingkat kesatuan sosial yang pa-
ling Kecil, seperti keluarga, perbedaan sta-
us dan peran tiap-tiap komponen pendu-
kung keiuarga juga merupakan keharusan
osial yang tidak dapat dinafikan. Cobalah
ibayangkan apakah mungkin sebuah ke-
luarga, yang merupakan bentuk yang paling
sederhana dari sebuah kesatuan sosial,
fapat hadir jika tidak ditopang oleh adanya
ejumlah komponen yang berbeda, yang
menopang tegaknya keluarga itu, seperti
hadirnya laki-laki dan perempuan, orang tua
an anak, dan kakak dan adik? Pada ma-
syarakat yang lebih luas, katakanlah se-
buah desa, apakah ia dapat berdiri tanpa
édanya perbedaan di antara elemen yang
ada dalam masyarakat tersebut? Begitu
Eula kehadiran sebuah negara dan bangsa.

ara hakim dan penegak hukum tidak akan
da gunanya pada masyarakat yang tidak
engenal kejahatan dan tindak kriminal.
Begitu pula, para ulama dan guru tidak per-
lu hadir jika memang semua anggota ma-
syarakat sudah taat beragama dan sudah
andai dan terampil semuanya. Dapat di-
astikan bahwa dalam keadaan seperti itu,
idak akan ada masyarakat. Jadi, berbeda
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itu adalah sesuatu yang mesti ada dan per-
bedaan itu menjadi syarat mutlak bagi
eksistensi suatu kesatuan sosial.

Dalam perjalanannya, sebuah kesatuan
sosial juga hanya dapat berkembang, an-
tara lain, karena dipacu oleh berbagai per-
bedaan yang tumbuh akibat dorongan dari
dinamika kehidupan internal dan eksternal
masyarakat yang berbeda itu. Dinamika
suatu masyakarat dapat dipacu karena ada-
nya pengakuan akan perbedaan itu. Me-
mang tidak dapat dihindari bahwa dalam
beberapa hal perbedaan yang muncul itu
tentu dapat saja menimbulkan konflik sosial
yang akan mengganggu kestabilan kehi-
dupan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain
konflik yang muncul dari perbedaan itu
akan menumbuhkan dan mendorong dina-
mika kehidupan masyarakat untuk menuju
kehidupan yang lebih baik (Coser, 1956).
Oleh karena itu, perbedaan yang ada tidak
perlu dihindari, tetapi perlu dimanfaatkan
untuk kemaslahatan dan kemajuan ma8ya-
rakat itu.

Untuk dapat hadir secara dinamis, suatu
kesatuan sosial membutuhkan sebuah ‘in-
strument’ yang mampu mengikat setiap
anggota masyarakat yang berbeda-beda itu
dalam sebuah sistem, dan sistem inilah
yang kemudian disebut dengan kebudaya-
an. Sebagai sebuah sistem, kebudayaan
memiliki seperangkat gagasan atau ide
yang berpola dan berfungsi sebagai blue
print bagi sikap dan perilaku manusia yang
berbeda-beda dalam masyarakat itu. De-
ngan sistem gagasan itu manusia dapat
hidup bersama di antara sesama warga
suatu masyarakat secara dinamis walaupun
sebenarnya mereka memiliki berbagai per-
bedaan.

Indonesia sebagai sebuah komunitas
politik dan sosial juga memiliki sebuah ga-
gasan bersama yang berakar dari kesepa-
katan dari berbagai komponen masyarakat
yang berbeda itu, dan gagasan bersama
inilah yang mempertautkan warga masya-
rakat itu menjadi satu kesatuan sosial yang
disebut sebagai bangsa Indonesia. Namun,
sebagaimana umumnya sebuah bangunan,
bangsa Indonesia juga terdiri dari sejumlah
kelompok kesatuan sosial, yang diikat oleh
kesamaan etnisitas, sistem kepercayaan,
dan kesamaan lainnya. Setiap kesatuan so-
sial itu memiliki perbedaan dalam meng-

ekspresikan gagasan bersama yang
namanya kebudayaan itu dalam kehidupan
berbangsa. Berbagai faktor yang menyatu
di dalamnya telah menyebabkan sejumlah
komunitas yang berbeda-bea itu memba-
ngun sendiri gagasan bersamanya yang
hanya berlaku untuk kepentingan komuni-
tas itu. Orang Jawa yang merupakan komu-
nitas terbesar di Indonesia memiliki sistem
gagasan sendiri yang membedakannya ke-
lompok etnik lainnya. Pada tingkat internal,
komunitas Jawa sebenarnya memiliki pola
gagasan sendiri sehingga menjadikan
orang Jawa terpilah dalam beberapa seg-
men masyarakat Jawa. Masyarakat ini
membagi dirinya secara konsentris pada
empat komunitas yaitu negara agung, ne-
gara, mancanagara, dan pasisir (Moertono,
1968). Tiap-tiap komunitas ini memiliki pola
gagasan dan budayanya sendiri-sendiri wa-
laupun mereka mengikat diri sebagai komu-
nitas besar yang disebut sebagai orang
atau etnis Jawa. Hal yang sama juga pasti
terdapat pada suku-bangsa lainnya di Indo-
nesia. Karena itulah, masyarakat Indonesia -
dikatakan sebagai masyarakat majemuk
atau' plural society, baik secara horizontal
maupun vertikal.

Menjelang rubuhnya kekuasaan rezim
Orde Baru, kesepakatan pada gagasan
bersama itu tampak mengalami gangguan.
Kerusuhan sosial dan konflik horizontal ter-
jadi di berbagai tempat. Bangunan struktur
sosial yang namanya Indonesia itu tam-
paknya menjadi goncang dan mengalami
semacam dinamika perubahan.Tanda-tan-
da akan terjadinya konflik sosial di tengah
masyarakat telah menunjukkan wajahnya
dalam kehidupan masyarakat sebelum run-
tuhnya rezim Soeharto. Muncuinya keru-
suhan antarpendukung pertandingan se-
pakbola dan terjadinya berbagai demontrasi
yang dilakukan para kaum buruh dan ma-
hasiswa menjadi semacam isyarat akan
segera hadirnya sebuah gejolak sosial da-
lam kehidupan masyarakat. Tanpa alasan
yang jelas, para pendukung sepakbola me-
lakukan berbagai kerusuhan di banyak ko-
ta, tidak peduli apakah tim sepakbolz yang
didukungnya itu menang atau kalah. De-
monstrasi yang digelar kaum buruh dan
mahasiswa di berbagai kota menunjukkan
kegelisahan sosial yang sedang begelora
dalam kehidupan masyarakat.
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Keadaan ini memberikan kesan yang
kuat bahwa ada semacam keretakan yang
menyeret kepada suasana disharmoni da-
am kehidupan masyarakat. Gejolak sosial
itu seakan-akan mengisyaratkan perlawan-
an yang ditujukan kepada penguasa, seba-
gai akibat dari sistem politik yang begitu
otoriter dan represif pada masa kekuasaan
Orde Baru. Gejolak sosial ini akhirnya ber-
hasil merubuhkan kekuasaan pemerintahan
rezim Orde Baru setelah berkuasa sekitar
32 tahun. Runtuhnya kekuasaan rezim
Orde Baru ini tidak mengurangi gejolak so-
sial di Indonesia. Menjadi tanda tanya
besar, mengapa gejolak dan konflik sosial
itu tidak kunjung reda, malahan menjadi
semakin membara dan meluas di berbagai
kalangan masyarakat. Dari waktu ke waktu
terkesan bahwa gejolak sosial itu semakin
rumit dan kompleks: bercampur aduk an-
tara persoalan etnisitas, agama, ras, kelom-
pok politik, persoalan daerah pusat, antar-
golongan, dan masalah sosial lainnya. Se-
muanya mengarah kepada upaya menarik
batas antara "kita” dan “mereka”. Memang
ditengarai bahwa gejolak sosial ini jelas erat
kaitannya dengan sistem politik yang dianut
oleh pemerintahan Orde Baru yang sangat
sentralistis, otoriter, represip, dan manipu-
latif. Pengenalan konsep Penguasa Tung-
gal adalah salah satu cermin dari sistem
politik pemerintahan Orde Baru tersebut.

Pertukaran Sosial yang Tersumbat

Kerusuhan dan konflik sosial yang dapat
menjadi benih bagi kemungkinan yang me-
nyeret bangsa ini ke arah disintegrasi se-
perti yang disaksikan akhir-akhir ini erat
kaitannya dengan tidak lancar atau ter-
sumbatnya proses pertukaran sosial (soc/al
exchange) yang telah terjalin begitu lama di
tengah masyarakat yang majemuk ini.
Prinsip pertukaran sosial (social exchange)
yang berlangsung dan berjalan tanpa gang-
guan yang berarti adalah isyarat yang
sangat penting yang menunjukkan bahwa
kehidupan masyarakat relatif berjalan aman
dan harmoni (Ekeh, 1974). Pertukaran so-
sial berupa hubungan yang bersifat resi-
prokal, baik yang dilakukan secara simetris
maupun asimetris, dan redistribusi, yang
berlangsung di antara berbagai komponen
masyakarat yang berbeda itu, pada haki-

katnya berfungsi sebagai media sosial
dalam mewujudkan integrasi dan harmoni
dalam masyarakat. Pertukaran sosial itu
dapat berwujud pertukaran benda atau per-
tukaran yang bersifat simbolik sesuai de-
ngan bingkai yang telah ditentukan oleh ke-
budayaan suatu komunitas.

| Di Keraton Yogyakarta, misalnya, pertu-
kdran sosial antara pegawai keraton de-
ngan raja dan para bangsawan lebih ber-
sifat pertukaran simbolik. Para pegawai ke-
raton mengabdi pada Suitan, bukan meng-
harapkan pertukaran yang berwujud keben-
daan seperti upah atau gaji, tetapi per-
tukaran yang lebih bersifat simbolik yang
tidak dapat diukur dengan alam kebendaan
(Selosoemardjan, 1962). Dalam kasus ne-
gara, rakyat bersedia membayar pajak ke-
pada pemerintah dengan mengharapkan
imbalan berupa jaminan tersedianya fasi-
litas untuk mendukung kehidupan dan ja-
minan akan rasa aman bagi mereka. Jika
sistem pertukaran seperti ini berjalan se-
perti yang seharusnya berlangsung, pada
dasarnya dapat mengukuhkan integrasi dan
harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi dalam masya-

rakat Indonesia pada saat ini berhubungan
erat dengan telah terjadinya distorsi dalam
pi(oses pertukaran sosial tersebut. Hal ini,
antara lain, diisyaratkan dari menurunnya
rasa saling percaya (mutual trust) dalam ke-
hi\dupan masyarakat. Hal ini telah menyeret
pula pada menurunnya rasa toleran ter-
hadap perbedaan yang ada (intolerance of
differences) padahal kedua unsur itu men-
jadi syarat penting bagi berlangsungnya
pertukaran sosial yang dapat menjaga dan

engukuhkan sebuah masyarakat yang
harmonis dan integratif.

| Sebagai sebuah negara yang berangkat
dtri komunitas-komunitas etnis yang saling
berbeda kebudayaannya, masyarakat Indo-
nesia telah sepakat untuk bersatu dalam
sliatu bentuk kesatuan politik yang disebut
dengan negara. Untuk memelihara kesepa-
katan itu sejumlah aturan main baik ber-
bentuk undang-undang dan peraturan telah
dikeluarkan agar pertukaran sosial tersebut
dapat berlangsung secara jujur dan adil
sesuai dengan kesepakatan yang telah “di-
tandatangani”. Namun, untuk memelihara
kesepakatan itu terjata tidak mudah. Diper-

F
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caya dan rasa toleran terhadap perbedaan
yang ada tidak mengalami distorsi dalam
kehidupan masyarakat, apalagi struktur ke-
majemukan masyarakat Indonesia menjadi
semakin rumit dan kompleks ketika terjadi-
nya persilangan antara mobilitas sosial ver-
tikal dan horizontal. Namun, kedua kompo-
nen yang menjadi dasar utama bagi inte-
grasi sosial itu agak terabaikan selama ini
sehingga proses pertukaran sosial menjadi
terganggu dan menyeret ke arah kemung-
kinan terjadinya disintegrasi bangsa.
Macetnya proses pertukaran sosial yang
melahirkan konflik sosial yang bertumpang
tindih itu tampaknya berkaitan erat dengan
semakin rendahnya kesadaran dan pema-
haman masyarakat akan kemajemukan ma-
syarakat Indonesia pada akhir-akhir ini.
Rendahnya persepsi akan hal itu dapat
dilihat dari slogan “persatuan dan kesatuan”
yang sangat populer dalam bahasa politik
Orde Baru lebih dimaknai sebagai kese-
ragaman (uniformity dan sameness), bukan
unity dan oneness. Pemaknaan yang keliru
itu telah menyebabkan setiap komunitas
merasa dipaksa untuk menyesuaikan diri
dengan pemaknaan yang dipolakan itu. Di
sini telah terjadi semacam hegemoni pe-
maknaan dari pemerintah kepada masya-
rakat, padahal setiap komunitas dan kesa-
tuan sosial yang terdiri dari berbagai suku
bangsa ini seharusnya diberikan kesempat-
an yang luas untuk memberikan kontribusi-
nya guna pengayaan pemaknaan itu sesuai
dengan lambang negara Bhinneka Tunggal
lka. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan?

Kembali ke Awal

George Foster (1967), seorang ahli an-
tropologi Amerika, pernah mengatakan bah-
wa sebenarnya setiap komunitas dan ke-
satuan sosial itu, terutama yang masih di-
warnai dengan kehidupan agraris seperti In-
donesia, selalu memiliki sebuah sistem ga-
gasan yang disebutnya sebagai gagasan
keterbatasan “sumber daya” (the Image of
Limited Good). Dalam teori ini disebutkan
bahwa setiap komunitas selalu mempersep-
sikan (walaupun sering di luar sadar me-
reka) bahwa segala sesuatu itu yang ada
dalam lingkungan kehidupannya selalu ber-
ada dalam keadaan terbatas jumlahnya,;
baik yang berkaitan dengan sumber daya

alam, kekuasaan, kesempatan, maupun se-
suatu yang hadir dalam bentuk simbolik
seperti status sosial, misalnya. Kesadaran
akan keterbatasan itu menumbuhkan se-
macam tuntutan dalam diri setiap anggota
masyarakat bahwa mereka yang berhasil
mendapatkan sumber daya yang terbatas
itu secara berlebihan telah mengambil hak
orang lain secara berlebihan pula. Karena
itu, mereka yang mendapatkan kelebihan
itu harus segera mengembalikan dan me-
redistribusikannya kepada masyarakat ka-
rena memang itu adalah milik bersama
yang harus dikembalikan. Orang kaya, mi-
salnya, di luar sadar, seolah-olah dituntut
untuk mengembalikan sebagian dari keka-
yaan yang diperolehnya dari sumber daya
yang terbatas itu kepada masyarakat dalam
bentuk sumbangan materiil maupun moril.
Untuk merealisasikan gagasan itu, ma-
syarakat menciptakan berbagai lembaga
atau upacara sebagai media untuk itu, se-
perti fiesta tahunan yang dilaksanakan di
beberapa negara Amerika Latin, atau seka-
ten yang dilaksanakan oleh Keraton Yogya-
karta dan Surakarta, misalnya. Sebaliknya,
si kaya pun seolah-olah merasa berkewa-
jiban untuk mengembalikan “barang” atau
simbol yang direbutnya itu kepada masya-
rakat. Di sinilah proses resiprositas dan
redistribusi itu berlangsung dalam kehidup-
an masyarakat sehingga kehidupan yang
harmoni dan integratif merefleksi dalam ke-
hidupan sosial. Di kalangan masyarakat pe-
desaan Jawa, hal ini dilakukan dengan pe-
nyelenggaraan pementasan kesenian se-
perti wayang dalam acara tahunan yang
disebut bersih desa. Pada kesempatan ini
semua lapisan masyarakat bergotong ro-
yong untuk memikul biaya penyelenggara-
an upacara itu, meskipun biaya itu sebagian
besar tetap menjadi tanggungan para orang
kaya. Dengan upacara seperti itu, sebe-
narnya prinsip “keterbatasan sumber daya”
itu telah berlangsung dengan lancar.
Kerusuhan dan konflik sosial yang ber-
langsung di Indonesia saat ini, dalam bebe-
rapa hal, sebenarnya erat kaitannya de-
ngan teori Foster itu. Berbagai peristiwa
yang terjadi di Sambas, Aceh, Ambon, dan
berbagai wilayah lainnya itu berkaitan erat
dengan rendahnya pemahaman masyara-
kat luas terhadap “the Image of Limited
Good” tersebut. Mereka yang berhasil me-
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nuai kelebihan dari keterbatasan itu telah
melupakan untuk mengembalikan (seba-
gian) kepada masyarakat pemilik. Akibat-
nya, proses resiprositas dan redistribusi
menjadi terganggu dalam kehidupan se-
hingga membawa bibit-bibit konflik sosial
yang berkelanjutan. Apalagi arti “keterba-
tasan” itu dimaknai secara berbeda antara
satu komunitas dengan komunitas lainnya,
sebagai akibat dari perbedaan kebudayaan
masyarakat. Oleh karena itu, konflik sosial
yang sedang berlangsung di Indonesia se-
karang ini menurut hemat saya, antara lain
dapat dipecahkan dengan mengaplikasikan
teori “gagasan keterbatasan sumber daya”
itu dalam kehidupan masyarakat indonesia.
Jika ditelusuri berbagai tuntutan yang ber-
kembang di berbagai daerah seperti Aceh,
sebenarnya tuntutan itu sangat berkaitan
dengan gagasan keterbatasan tersebut.
Begitu pula dengan kerusuhan sosial yang
terjadi di Ambon dan Sambas. Tampaknya
“ada” sesuatu yang dituntut untuk dikemba-
likan kepada mereka, dan itu lebih bersifat
simbolik daripada kebendaan. Tidak ada
jalan lain, kembalikanlah sesuatu yang
telah diambil secara berlebihan itu, baik itu
berupa benda maupun simbol.

Seiring dengan peningkatan kesadaran
akan hal itu, patut pula dilakukan upaya
yang lebih esensial sifatnya, yaitu mena-
namkan dan menumbuhkan kembali pada
diri kita, terutama para pemimpin, untuk
meluruskan niat agar lebih mengutamakan
kepentingan bersama sebagai bangsa dari-
pada kepentingan kelompok dan golongan.
Upaya ke arah itu harus dilakukan dengan
sungguh-sungguh, apalagi sampai saat ini
sikap dan perilaku elite bangsa masih ku-
rang perhatian terhadap hal itu. Covey
(1999) mengatakan bahwa untuk memba-
ngun suatu komunitas diperlukan masyara-
kat yang mempunyai keinginan kuat untuk
mewujudkan atau mengembalikan one
heart and one mind pada semua komponen
bangsa, dan hal ini sebenarnya pernah
dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tanpa itu
rasanya akan terjadi kesukaran untuk me-
wujudkan komunitas ideal yang dicita-cita-
kan. Selain itu, diperiukan langkah-langkah
strategis yang dapat dijadikan landasan
bagi berlangsungnya pertukaran sosial se-
cara terbuka.

\
| Selain melaksanakan hukum secara adil
an berwibawa, baik secara vertikal mau-
un horizontal, perlu pula diperhatikan stra-
t¢gi untuk mengembalikan kredibilitas para
emimpin yang sudah terpuruk akhir-akhir
ini di mata banyak kalangan masyarakat.
al itu hanya dapat dilakukan jika saja apa
ang diucapkan oleh para elite politik dapat
jjadikan pegangan. Selama ini sering para
emimpin mengucapkan berbagai janji ma-
is dalam berbagai kesempatan, tetapi janji
ang pernah diucapkan itu sering dilu-
akan. Oleh karena itu, segala janji yang
ernah dilontarkan, bagaimanapun seder-
aananya bentuk janji itu, harus segera diu-
gayakan untuk dilunasi. Dengan demikian,
aling percaya (mutual trust) yang agak
terpuruk akhir-akhir ini dalam denyut jan-
tung kehidupan masyarakat akan dapat se-
era dipulihkan. Pertukaran sosial yang
erlangsung secara harmonis hanya dapat
iwujudkan apabila mutual trust sudah
dapat kembali mengisi kehidupan bangsa.
engan demikian, garis batas yang sempat
Jiukir dalam kehidupan komunitas untuk
embedakan antara “kita” dan “mereka”
sudah dapat diurai kembali untuk kemudian
iikuti dengan meningkatnya saling percaya
Eknutual trust) dalam kehidupan masyarakat
Indonesia sehingga pertukaran sosial yang
r*perupakan tali pengikat kehidupan yang
memperkuat integratif sosial dapat diting-
K‘atkan dengan lebih intensif.

|
P?enutup

| Tantangan yang dihadapi oleh bangsa
Ibdonesia memang tidak sederhana, teru-
tama menyangkut upaya penyelesaian ber-
bagai bentuk konflik sosial yang semakin
muncul ke permukaan. Berbagai upaya
yang telah dilakukan untuk meredam konflik
#osial itu tampaknya belum menunjukkan
hasil yang memuaskan. Berbagai kendala
tampaknya menghalangi upaya penyelesai-
n konflik sosial tersebut. Sejumlah kendala
itu tampaknya berkaitan erat dengan menu-
funnya kewibawaan kepemimpinan lokal,
sebagai akibat dari penerapan sistem admi-
nistrasi pemerintahan desa yang bercorak
seragam untuk seluruh Indonesia. Sistem
administrasi pemerintahan desa yang demi-
kian itu telah menjadikan kepemimpinan
Iokal menjadi tidak tumbuh dengan baik dan
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akibatnya tidak ada di antara mereka yang
dapat secara berwibawa mewakili masya-
rakatnya untuk menyelesaikan konflik yang
terjadi. Upaya pemerintah untuk menyele-
saikan kasus konflik sosial di Maluku dan
Aceh, misalnya, terlihat kurang berhasil. Ini
terutama disebabkan tidak adanya lagi
pemimpin lokal yang dapat mewakili aspi-
rasi masyarakat dalam penyelesaian konflik
itu. Jeda kemanusiaan yang ditandatangani
oleh pemerintah Indonesia dengan kelom-
pok GAM menjadi tidak begitu mangkus
untuk meredam konflik di Aceh karena se-
jumlah masyarakat merasa tidak diwakili
oleh GAM. Bandingkaniah hal itu dengan
penyelesaian peristiwa DI/TII di Aceh pada
masa lalu. Begitu pemerintah Indonesia
menandatangani kesepakatan dengan al-
marhum Tengku M. Daud Beureu’eh, keru-
suhan di propinsi ujung barat Indonesia itu
segera berhenti. Untuk mengembalikan ke-
wibawaan pemimpin lokal itu tentu tidak
mudah. Namun, dengan upaya serius yang
disertai oleh penerapan strategi yang tepat,
tujuan itu suatu waktu pasti akan tercapai.
Mungkin dengan berlangsungnya proses
desentralisasi arah untuk membangkitkan
“batang terendam” itu akan menjadi kenya-
taan, yang pada gilirannya tentu akan me-
reduksi kemungkinan berlanjutnya konflik
sosial yang menjurus pada disintegrasi
bangsa.
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